
SALINAN

Menimbang 

WALIKOTA PAGARALAM 
.PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALi KOTA PAOAR ALAM 

NOMOR � TAHUN 2024 
TENTANO 

TAMBAHAN PENOHASILAN PEGAWAI 
APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALi KOTA PAGAR ALAM, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keua ngan Daerah, ba hwa Pemerintah Kota dapat 

memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 

Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kema mpuan 

keuangan daerah dan memperoleh perset ujuan DPRD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda ngan; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 900-4700 tentang tata cara persetujuan Menteri 

Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah 

perlu diatur mengenai pemberian tambahan penghasilan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kota Pagar Alam; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; 



SALINAN

r" nl 18 nyut (6) Undnng•Undun.i Dn ur Not(nrll lkpubllk 

Jndonc lu Tohun 1945; 

2, Undong-Undung Nomor 8 Tolnan 2001 t ntnttH 

Pembcntuknn Kotn Pagur Alnm (Lembnrnn NoKnrn 

Republlk Jndoncsiu tnhun 2001 Nomor 88, Tnmbuhnn 

Lcmbamn Negara Republik Indonesia Nomor 4115); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tohun 2003 tentang Kcunngun 

Negnrn (Lcmbaran Ncgnro Republik lndone in Tnhun 2003 

Nomor 47, Tambahnn Lcmbnron Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 4286) sebngnimana telnh diubah 

bebcrnpa kali, terakhir dengnn Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpojakan 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 
Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah, bebarapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

7. u
_
n�ang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur A 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah,�f 1 � 
t 
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.). 

2023 Nomor 141, Trunbahnn Lembaran Negara Republik 
lndone i Nomor 6897); 

8. Pcmtumn Pcmerint.ah Nomor 11 Tahun 2017 tcntnng 

Manajcmcn Pcgnwai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahnn 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6037), 

scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Republi.k Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tcntang 
Penilaian Kinerja Pcgawai Negcri Sipil (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negcri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

RepubJik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

13. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembcntukan Prociuk Hukurn Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri No
. 
mor 80 Tahun / 

2015 tentang Pembcntukan Prociuk Hukum Daerah (Berita/\ f, 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); t • I � 

1 t 
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Menetapkan 

. 4. 

'/ 'I' I ''()''0 M. J>croturon M ntrrl Unlnm N M d Numm· 7 • 1 IIHI ,, "" 

tontnntt Pcdomnn 1 101ml Jtc,nu lulnnn IC l11111HIIII D11 rnh, 

(Borhn Nettnrn Ropubllk Jndnno In '1'11h1111 20:.10 N11111or 

1781); 
15. Pcrnturnn Mcntcrl P0ndny11,<uru11111 Apnrntur Nr unrn cl1111 

RcforrnnNI Blrokrmd Nomor �M Tnhun 2011 lvnluflH 
Pedornnn Evnlunsl Jnbntnn; 

16. Penaturtm Mcnlorl Pendnynf(unnnn Apnrulur Nof(nl'U dun 
Reforrnosl BlrokroNI Nomor 39 1'nhun 2013 tcntnnu 
Pcnctapon J{elos Jnbntun di l,h1f(kunw111 lnNl'tmNl 
Pcmerintnh (Bcritu Negnru Rcpubllk lndon0Nln Tnhun 2013 
Nomor 1636); 

17. Perntumn Mentcri Pcndnyugunnnn Apnrntur Ncgurn dun 
Rcforrnasi Birokrosi Nomor 1 Tohun 2023 tentnng Jnbntnn 
Fungsionnl (Serita Negara Rcpublik lndoncsin Tnhun 2023 
Nomor 54); 

18. Pernturan Doernh Nomor 8 Tahun 2016 tcntung 
Pembentukan dnn Susunan Pcrangkut Dacruh Kotu Pugor 
Alam (Lembaran Dacrah Kotu Pognr Alum Tahun 2016 
Nomor 8) sebagaimann telah diubah beberapu knli terokhir 
dengan Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2021 tcntang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar 
Alam Tahun 2021 Nomor 3); 

19. Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2021 tcntang 
Pelaksanaan Presensi Elektronik Di Lingkungan 
Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar 
Alam Tahun 2021 Nomor 83); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALi KOTA PAGAR ALAM TENTANG TAMBAHAN 
I PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI(',, r 

UNGKUNGAN PEMERJNTAH KOTA PAGAR ALAM. t; r 1 
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UAU I 
K l!."1'1 ,:NTUAN UMUM 

Po o l  I 

OoJum rcro turnn Wnll Koln inl  yunK d lmnk11ud dcnwan : 

J ,  Kola nduluh Kotn P 1gar Alum. 

2 . Pcmcrintoh Kolo udnluh Pcmcrintnh KotJt Pogur Alum , 

3 .  Wol l  Kotn od loh Wtdi Kot.a Pogar Alom; 

4. Pcmngkot Oncroh oduluh Pcrangkot Doornh d i  Lingkungun Kotu 

Pugur Alum . 
s. Aporotur Sipil Negara ynng sclanjutnyu disingkat ASN adoluh 

Pcgawai Ncgcri Slpil dan Pcgowai Pcmerintah dcngan Perjanj iun 

Kerjo di l ingkungan Pemerintah Kola Pogar Alam; 

6. Tambahan Pcnghasilan Pegawai yang sclanjutnya disebut TPP 
adalah tambahan pcnghasilan yang diberikan kepada ASN di 
lingkup Pemerintah Oaerah sesuai dengan kctcntuan peraturan 

perundang-undangan; 
7. Jabatan adalah kedudukan yang mcnunjukkan tugas, 

kewajiban ,  tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS; 
8.  Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun 

jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan 
sebagai dasar pemberian besaran tunjangan; 

9. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu 
jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria 
yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor 
jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan; 

10 .  Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu 
bulan yang berdasarkan presensi elektronik; 

1 1 . Pelaksanaan tugas adalah salah satu instrument dalam 
penilaian produktivitas kerja TPP, yang berdasarkan uraian 
tugas jabatan, indikator kinerja utama, indikator kinerja 
individu dan perjanjian kinerja; 

12 .  Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang 
menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas 
fungsi serta mandat (Core Business) yang diemban; 

13 .  Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang / 
men�ambarkan �erja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau ff f 
tugas Jabatan sesua, tanggungjawab yang diberikan; ! , , - � '\ 

1 
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1 4 .  Pcnjabat (pjJ adalah penunjukan pcjabat sementara dimana 

pejabat yang ditunjuk lcrsebut masih sa tu tingkat di bawah level 

jabatnn tcrsebut; 
J S. Pelaksana Harian (PlhJ adalah pcjabat yang mcnempati jabatrul 

yang bersifat sementara dikarenakan pejabat yang menempati 

jabatan sebcJumnya berhalangan, sehingga tidak dapat 

menjalankan tugas dari posisi jabatannya ; 

16. Pelaksana Togas (PltJ adalal1 pejabat yang mda.ksanakan tugas 
rutin dari pejabat definif yang berhaJangan tetap; 

1 7. Penyederhanaan Birolaasi adalah bagian dari proses penataan 
blrokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan 
pemerintahan menjadi Jebih efektif dan efisien melalui 
penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan 
penyesuaian sistem kerja; 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dibentuknya Peraturan WaJi Kota ini adaJah sebagai dasar 
pemberian TPP kepada ASN di Jingkungan Pemerintah Kota. 

PasaJ 3 

Tujuan Pemberian adalah: 
a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN; 
b. meningkatkan kinerja ASN; 

c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 

BAB Ill 
KRITERIA DAN BESARAN TPP 

Bagian Kesatu 
Kriteria Pemberian TPP 

Pasal 4 

( 1 )  DaJam melaksanakan tugasnya, ASN di lingkungan Pemerintah 
Kota diberikan TPP. / 

(2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( I J ,  terdiri dari: / /v\ 
a. TPP berdasarkan beban kerja; t, t 1\ 

1 
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. . , . 
h, 'l' l 'P hN,ln 1 1 1 'k 1 1n pr • tn l l<r 1Jn 1  
, 'l'PP brrdn 1\ l 'k 1 1n luuu l l  I l e  rJn i  

c l ,  11'PP hcird1 1 1mrk1 1n t m1mt hci 1 l \ lt(I \N i  
c ,  TPP \,(lnln nr lcnn lcr.l lmt(lmmi 1m>fc 1 1 1 ;  dun 
r, 1'PI' h rein nrlmn p • 1· t lmh1mt(1 1n ohjcik t l r  lu ln nyn .  

Pmml h 
( 1 )  1•rp hrrdmmrknn hohnn I< rjn Noh1 1Nn lnumn c l lmnkNucl dnlum 

Pnt1nl •I nynt (:J )  huruf n dlb rllmn l e  pnc ln AHN ynnM c l lh lmnl 
pckcrjnnn untuk m •nycleHnl lmn tui-tm• ynnH dlnl ln l  m lnmpnul 
bobnn korjn normnl mlnlmnl 1 1 2 1 ,> (Hcml.\ lN dun bc• lnH lwnm 
l imn) jnm p rbu lnn nlnu bntm1 wnklu normnl mln lnml 1 70 
(HorotuH tltjuh puluh) jnm perbulnn. 

(2) BcHnrnn p rtumtn c 1'PP h •rclmmrknn Hcbnn I< rjn N uni  
lccmnmpunn kcunngnn dncrnh dnrl betmrnn bc.1sic 'l'PP y,mH 
dl to tupknn lcblh lm�ut ctcnHnn l<cputmmn Wnl l  lfo tn ,  

Pmml 6 
( 1 )  TPP berdnsnrknn Prcstnsi kcrjn sebugnimnnn dimnktmd Pmml 4 

nynt (2) huruf b diberiknn kepndn ASN ynng mcmiliki prcRlmd 
kerju ynng t lnggi scsunl bidnng kcuhliannyn cl am/ ntnu h1ovnRi 
sertn dlukul olch phnpinnn dlutmmyn. 

(2) Bcsnrnn Pcrsenlnse TPP berdnsurkun Prestosi Kcrjn scsuni 
kemnmpuon kcunngnn dncruh duri bcsnrnn basic TPP ynng 
ditetapknn lebih lunjut dcngun l{cputusun Wnli Kotn. 

Pasal 7 

( 1 ) TPP berdnsarkan kondisi kcrja scbngnimann dimnksud Pasnl 4 
ayat (2) huruf c, diberikan kcpadn ASN yang melaksanaknn 
tugas dan tanggung jawab mcmiliki rcsiko tinggi. 

(2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada 
aynt ( 1 ) ,  diberikan kepada ASN dengan kritcria scbagai berikut: 
a. pekcrjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit ��� l b. pekcrjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kintla /l. r 

berbahaya/ radiasi/ bahan radioaktif; t• / 1 , 
� 
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c. pekcrjaan yang bcrcsiko dcngo.n kcsclom t.o.n kcrja; 

d. pekcrjnan yang bcr c  iko dengnn opamt pemeriksa don 

pen�ak hukum; 

e. pekerjaan yang satu tingk nt d ibawnhnyn mcmbutuhkrul 

analis atau jabatan yang setingkat, tctapi tidak ada pejabat 

pelaksananya; dan /atau 

f. pekerjaan ya ng satu tingk nt dibawahnya sudah didukung 

olch jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktuml 

dibawahnya . 

(3) Besaran Persentase TPP bcrdasarkan Kondisi Kerja sesuai 

kema mpuan keuangan daerah dari bcsaran basic TPP yang 

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota. 

Pasal 8 

( 1 ) TPP bcrdasarkan Tempat Bcrtugas scbagaimana dimaksud Pasal 

4 ayat (2) huruf d dibcrikan kcpada ASN dengan laitcria sebagai 

bcrikut: 

a. TPP ASN bcrdasarkan tcmpat bcrtugas diberikan kepada 

pegawai ASN yang dalam mclaksanakan tugasnya berada di 

daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah 

terpencil; 

b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan 

pada lndeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari 

perbandingan lndeks Kesulitan Geografis terendah di 

wilayah kota; 

c. Indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan indeks 

kesulitan geografis desa terendah di kota; 

d. Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas kota adalah 

paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN Kota apabila 

indeks TPP tempat bertugas diatas 1 ,50 (satu koma lima 

puluh); 

(2) Besaran Persentase TPP berdasarkan Tempat Bertugas sesuai 

kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP yang 

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali K{: fr ' t 
t 
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. 9 .  

Pasa1 9 

( 1 )  Kritcria TPP ASN bcrdnsurkan kclnngkoan profesi dibcrikan 

kcpadn Pcgnwai ASN yang melaksanekan tugns padn kriteria 

sebagai berikut: 

a. Kcterampilan yang dibutuhkan untuk pckerjaan ini 

khusus; dan/atau 

b. Kualifikasi pcgawai pcmda sangal scdikti / hampir tidak 

ada yang bisa memenuhi pckerjaan dimaksud 

(2) Atau TPP ASN bc:rdasarkan kclan gkaan profesi dibcrikan 

kepada Pegawai ASN yang mclaksanakan tugas pada jabatan 

pimpinan tertinggi di pcmerintah ko ta; 

(3) Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi 

olch Walikota; dan 

(4) Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Kota adalah 

minimal 1 0% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kota. 

(5) Besaran Persentase TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi 

sesuai kema mpuan keuangan daerah dari besaran ba
s

ic TPP 

yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wall Kota. 

Pasal 1 0  

( 1 )  TPP berdasarkan pertimbangan o bjektif lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan kepada: 

a. Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan 

perundang-undangan; dan 

b. Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya 

sesuai kemampuan daerah dan karakteristik daerah; 

(2) Besaran Persentase TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif 

Lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran 

basic TPP yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wall 

Kota. 

Bagian Kedua 

Tim TPP 

Pasal 1 1  

( 1 )  Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pememtah Kota 

dengan keputusan Wall Kota. 
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( ) Tim 1\-lnk m ,nn TPP ASN bnttnhnunn dlmnk ud pndn uy ,t ( 1 )  

rkunm - kumnttny1, l' cn1n1otknt dnornh yn ntt mem hlclnn1otl tcrd lri 

dnri : 
n. pcnttc lolnnn kcunnttim ducn, h; 

b. Oflttltll"'' I; 

c. kepcgnwnlnn ; 

d .  hukum; 

c. pcrcncnnnnn ; dnn 

(. pcngnwnsnn . 

(3) Tim pclnkscmonn TPP ASN Ko tn mengklas ifi kasiknn pejabnt/ unit 

kerjn pcrongknt dnemh kednlrun kriteria TPP AS N pndu TPP ASN 

Pemerin tnh Ko tu sesuni dengnn kriterin scbnguimnnn dimaksud 

dnlnm Pnsal 4 nyat (2 ) .  

(4 ) Tim pelnksanaan TPP ASN pnda Pemerin tah Ka ta d i tetapkan 

dengnn Kcputusan Wali Kotn . 

Bagian Ketiga 

Penetapan Besaran Basic TPP 

Pasal 1 2  

( 1 )  Penet apan Bcsaran Basic TPP didasarkan pada: 

a. kelas jabatan; 

b. indeks kapasitas fiskal daerah; 

a. indeks kemahalan konstruksi; dan 

b. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

(2) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dengan 

menggunakan rumus: 

Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas 
jabatan sesuai Ketentuan Perundang­
Undangan) x (lndeks Kapasitas Fiskal Daerah) 
x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (lndeks 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) . 

Pasal 1 3  
( 1 )  Indeks kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12  ayat (2) adalah kemampuan keuangan masing-masing /_ daerah yang dicerminkan dari pendapatan daerah dikurangi f, JI\ 
-(

t
r " 
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dengan pendapatan yang penggunaannya sudnh ditcntuknn 
dan belanja tertentu. 

(2) lndeks kapasitas fiskaJ daerah sebagaimana dimaksud pada nyat 
( 1 )  ditctapkan berdasarkan Peratum.n Menteri Kcuangan yang 
mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah. 

Pasal 14  
Jndeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (2) adalah proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geogralis 
suatu daerah. 

Pasal 15 
( 1 )  Jndeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 2  ayat (3) tcrd.iri atas variable 
pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan 
Pemcrintah Kota 

(2) Komponcn variabel pengungkit adalah terd.iri atas: 
a. Opini Laporan Keuangan; 
b. Laporan Pcnyelenggaraan Pcmerintahan Dacrah; 
c. Kematangan Pcnataan Pcrangkat Dacrah; 
d. Jndcks Inovasi Daerah; 
e. Prestasi Kcrja Pemerintah Daerah; 
f. Rasio Bclanja Perjalanan Dinas; dan 
g. Indcks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. 

(3) variable pengungkit dan variabcl basil terkait penyelenggaraan 
Pemerintah Kota Jebih lanjut ditetapkan dcngan Keputusan Wali 
Kota. 

BAB IV 
PEMBERIAN TPP 

Pasal 16 
( 1) Pembcrian TPP dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan 

bulan Desembcr Tahun bcrkenaan. 
(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat 

APBD Kota pada Tahun bcrkenaan. 
( I) dianggarkan pada

/: 
A 

I t � 
'r 
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(3) TPP dlberikan kcpoda ASN yang bertugo di Ungkungnn 
Pcmcrintnh Docroh berdosarkan kclm• ja bot.on c uni kctcntuun 
Pcr aturan Pcrundang- undangan. 

(4) Pcmber ian TPP berdosarkan kclas jobotan scbogaimonn 
dimoksud podo aya t (3), khusus pejabat fungsionnl hu ii dori 
penycderhanaan birokrasi diberikan TPP samn dcngan kclns 
jabo t.an scbelumnya. 

(5) Pem bcrian TPP sc bagaimana diamaksud pada aya t (4) 
dite t.apkan dcngan Keputusan Wali Kot.a. 

Pasal 1 7  
( 1 )  TPP tidak di berikan kepada : 

a. ASN yang diberhentikan untuk semen tara at.au dinonaktiflcan; 
b. ASN yang di berhentikan dengan honnat at.au tidak dengan 

honnat; 
c. ASN yang diperbantukan at.au dipekerjakan pada 

Jnstansi/Lem baga Negara at.au lembaga lain nya di luar 
Pemeri ntah Daerah; 

d .  ASN yang melaksanakan cuti besar, cuti saki t, cuti 

melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti di luar 

tanggungan Negara; 

e. ASN yang bebas tugas untuk menjalani masa pers iapan 

pensiun; 
f. ASN yang melaksanakan tugas belajar. 

(2) Selain ketentuan sebagairnana dimaksud dalarn ayat ( 1 ) ,  ASN 

tidak diberikan TPP apabila dijatuhi hukuman disiplin dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. hukuman disiplin ringan kategori pemyataan tidak puas 

secara tertulis, tidak menerima TPP selarna kurun waktu 

1 (satu) bulan; 

b. hukuman disiplin sedang, tidak menerima TPP selama kurun 
waktu 2 (dua) bulan; 

/ c. 
:=

ti
:;

i
::an�

rat, tidak menerima TPP selama IT r' 
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ASN yang ditunjuk scbagai �nJ bat (Pj . ) , �I k n Tu (Pit . ) 
otau �l ksana Harian (Plh) diberikan TPP tambahnn daJ rn jnngka 
waktu paling singkat 1 ( tu) bulan kaknder dengan ketcntunn 
scbagai berikuc 
a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang 

merangkap sc:bagai PJL ,  Pih . ,  atau Pj.  menerima TPP tambahan, 
ditarnbah 20% (dua puluh perscn) dari TPP dalam jabatan 
scbagai Pit. , Plh. ,  a tau Pj. pada jabatan yang dirangkapnya; 

b. Pejabat sctingkat yang merangkap PlL ,  Pih. ,  atau Pj. jabatan 
Jain menerima TPP yang Jebih tinggi, ctitambah 20% (dua puluh 
perscn) dari TPP yang lebih rcndah pada jabatan definitif atau 
jabatan yang dirangkapnya; 

c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang 
berhalangan tetap a.tau berhalangan scmentara yang 
merangkap scbagai Plt. , Plh. ,  a.tau Pj. hanya menerima TPP 
pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan 

d. TPP tambahan bagi ASN yang merangkap scbagai PIL, Plh. ,  
a.tau Pj. ctibayarkan terhltung mulai tanggal menjabat Plt. ,  Plh. ,  
atau Pj. 

BAB V 
PENILAIAN PEMBERIAN TPP 

Pasal 19  
(1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas 

kerja dan disiplin kerja; 

(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat 1 dibayar 

berdasarkan pada: 
a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh 

� persen) dari besaran TPP yang diterima; dan 
b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen)/? 

dari TPP yang diterima. 
!• { " 
. i 
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Pn 1 20 

( 1 ) Pcni loinn Produktivitns Kerjn dilakukon bcrdosarktln : 

u .  cop ion pclaksanonn tugns;  don 

b. pcnilainn dnri Pejnbat Peniloi tcrhodop ho8il pclnksunnnn 

tugas pcgawai yang dipirnpinnyn. 

(2) Penilaian disiplin kcrjn dilokukan bcrdasnrknn rcknpitulo i 

kehadirnn pcgawoi; 

BAB VI 
PENERAPAN PRESENSJ ELEKTRONIK 

Pasal 2 1  

( 1 )  Setiap Perangkat Oaerah wajib menyediakan dan menggunakan 
presensi elektronik sebagai salah satu sarana untuk 
pcnghitungan pembayaran TPP serta mengevaluasi disiplin 
kerja pegawai. 

(2) Setiap Perangkat Oaerah menunjuk atau menugaskan pejabat 
yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing 
Perangkat Daerah sebagai pejabat penanggungjawab pelaksana 
dan pengelola presensi elektronik. 

(3) Setiap ASN wajib melakukan perekaman pada database 

presensi elektronik. 

(4) ASN yang tidak melakukan perekaman sebagaimana climaksud 
ayat (3) tidak akan menerima TPP dari indikator penilaian 

disiplin sebesar 40 %. 
(5) Setiap ASN wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam 

kerja dengan menggunakan presensi elektronik pada setiap 
hari kerja. 

(6) Apabila mesin absensi elektronik pada unit kerja ASN yang 
bersangkutan mengalami masalah atau terjadi gangguan teknis 
(gangguan jaringan, ganggunan listrik) yang menyebabkan ASN 
yang bersangkutan tidak dapat mengisi presensi elektronik, 
maka dokumentasi foto menjadi syarat sanggahan utama. 

(7) Dokumentasi foto sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib 
dilampirkan dengan ketentuan : f 
a. ASN yang bersangkutan dapat melakukan foto selfie di area /1, (\ 

mesID elekmnik tersebuL �t { 1 , 
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b. ASN yung benmngkutnn dupot melnkukan (oto tcrhudop 

slRtus wmpilnn padn mcsin elcktronlk tcrscbut. 

c. Foto selfio otnu (oto tnmpilnn mcsin yang dinmbil ASN, 

minimal mcncnntumkan detail tonggal dnn waktu 

pcngumbilon foto. 

BAB VII 
PENOURANOAN TPP 

Pasal 22 

Pengumngan TPP ditcntuknn berdosarkan tingkat kehndiran ASN 

scsuni dcngan prcsensi elcktronik • yang mcJiputi: 

a .  ASN yang tidnk memcnuhi ketentuan jam kerja; 

b. ASN yang tidak masuk kerjo;  don 

c.  ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pugi dan Upacara 

pnda hnri kerja. 

Pnsal 23 

( I )  ASN yang t idnk memenuhi ketentunn jam kcrjn sebagaimnna 
dimaksud dnlnm Pnsul 2 1  huru( n, mcliputi :  
n .  ASN yung terlumbut mn�uk kerjo; 
b. ASN ynng pulung kerjn ebclum wnktunyn . 

(2) ASN yang terlnmbHt  mu uk kerjo scboginmana dimaksud 
padn uyn t ( I )  huru( n .  d lbcrikon pengumngnn TPP sebagai 

berikut : 
KETERLAMBATAN LAMA PERSENTASE 

(TL) KETJ•:RLAMBATAN PENOURANGAN 

Tl. 1 I meni t  .d < 3 1  menit 0,5 % 

TL 2 3 1  mcni t  s .d < 6 1  mcn i t  1 %  

TL J 6 1  menit s .d < 9 1  meni t  1 ,25% 

< 9 1  mcnit o tnu 
TL 4 tid k mel kukan pre nsi 1 ,5 %  

clcktronik mnsuk kcria 

(3) ASN yang pulang ktrja scbelum waktunya scbagjamana J 
dimaksud pada ayat ( I J  huruf b, diberikan pcngurangan TPr ,, 
sebagai berikut, 

l t, l 
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PULANQ LAMA PERSENTA8E 
SEBELUM MENINOOALKAN PENOURANOAN 

WAKTU PEKERJMN SEBELUM 
(PSW) WAKTUNYA 

PSW l 1 mcnit s.d < 3 1  menil 0,5 % 

PSW 2 3 1  mcnit s.d < 6 1  menit 1 % 

PSW 3 6 1  menit s.d < 9 1 menit 1 ,25% 

< 9 1  menit atau 
PSW 4 tidak mclakukan prcscnsi 1 ,55 % 

clektronik oulanR: keria 

Pasal 24 
( 1 )  ASN yang tidak masuk kerja scbagaimana dimaksud dalarn 

pasal 22 huruf b, diberikan pengurangan tambahan 
penghasilan: 
a. scbesar 3% untuk tiap satu hari tidak masuk kerja; 
b. paling banyak 100% untuk tiap satu bulan tidak masuk kerja; 

(2) ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan dikurangi 
paling besar 3% untuk tiap satu hari tidak masuk kerja, kecuali 
tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan Surat 
Keterangan Dokter paling banyak 3 (tiga) hari. 

Pasal 25 

ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada 
hari kerja sebagairnana dimaksud dalain Pasal 2 1  huruf c, diberikan 
pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin 

kerja. 

BAB Vlll 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 26 

( 1) Dalam hal terdapat mutasi atau promosi jabatan ASN, maka 

diatur sebagai berikut 

a. apabila mutasi atau promosi jabatan ASN di lingkungan 

Pemerintah Kota dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) sampai 

dengan tanggal 10 (sepuluh), maka tambahan penghasilan / 

dibebankan pada perangkat daerah baru berdasru:kanf. ft 
jabatan baru; t \ 1 , 
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b, opobiln mutasi ntau promo i jnbntnn ASN d lluk nnukml 
scteloh t.onggnl I O, mnku tnmbnhnn pcngh mdlnn bu Inn 
bcrkenaan dibcbanknn padn pernngknt ducroh lumn 
bcrdasnrkan jnbotnn lomo, scdnngkon tnmbohnn pcnghoHilun 
bulnn bcrikutnyn dibcbankan pado pcrru1gkot dncroh bona 

bcrdasarkan jabalrul bona; don 

c. opa bilo ode kenaikan kclas jabatan ASN pnda jnbatnn 

fungsional atau jaba tan pclaksano di tnhun nnggornn 

berjalan, maka pem berian TPP tetap dibayorkan scsuoi 

dengan kelas ja batan ASN sebelumnya, 

(2) Da lam hal PNS yang pindah kc instansi lain di Juar Pemerintah 

Daerah , maka pem bayaran Tambahan Penghasilan diberikan 

sampai dengan terbit nya surat kepu tusan mutasi . 
(3) Da lam hal ASN dari luar daerah /in stansi pemerin tah yang 

pindah masuk ke Pemerin tah Daerah , maka pem bayaran TPP 
terhitung 1 (satu) tahun setelah d itetapkan nya Surat Pernyataan 
Melaksanakan Tugas. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27  
Pada saat peraturan Wali Kota in i mulai berlaku : 
Pera turan Wali Kota Nomor 82 Ta hun 202 1 ten tang Pemberian 
Tambahan PenghasiJan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar 
Alam Ta hun 202 1 Nomor 82) , sebagaimana telah diubah dengan 
Per aturan Wali Kota Nomor 5 Ta hun 2023 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Wall Kota Nomor 82 Ta hun 202 1 tentang Pemberian 
T�bahan Pengh�silan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di h 
Lmgkungan Pemenntah Kota Pagar Alam (Serita Daerah Kota Pagar 
Alam Ta hun 2023 Nomor 5) , dicabut dan dinyatakan tidak berlrt 

11 
\ 
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Pmml 28 
Pernturnn Wull Kola ini mulni bcrlnku pnda to.nggal diundangkan 

Agnr sctinp orang mcngctnhuinyn , mcmcrintahko.n pcngundnngan / 

Pcruturnn Wnli Kotu ini dcngnn pcncmpnlannya dalam Berita 
(. 

/" 

Dncrnh Kota Pogar Ai run, 

/ , '\'1' 

Diundangkan di Pagar Alam 
pada tanggal l �(X'i\. ;20�4 

Ditetapkan di Pagar Alam 
pada tanggal i AQr\L .l0l4 

PJ . '1-fALI KOTA jA� ALAM, 

LU�fJ'J\:Y4t'HA KURNIA 

PJ .SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM, 

RANO FAHLESI 

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2.o.lL\ NOMOR 9 




